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SEKAPUR SIRIH 


Prof. Dr. Saparinah Sadli 


Dua puluh tahun yang lalu (1992), dalam rangka 10 tahun ratifikasi Konvensi 
CEDAW, penulis buku ini, Achie Sudiarti Luhulima SH, MA bersama dengan 
Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi SH mengambil inisiatif untuk membentuk 
kelompok multidisiplin yang berjudul Kelompok Kerja Convention Watch 
(kk CW) di bawah naungan Program Studi Kajian Wanita (sekarang Kajian 
Wanita dan Gender), Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Gagasan dasarnya 
adalah untuk memantau dan mensosialisasikan Konvensi CEDAW yang 
setelah sepuluh tahun yang lalu diratifikasi dan disahkan dengan UU RI 
No 7 tahun 1984, tetapi ternyata (berdasarkan survei terbatas) tidak banyak 
dikenal oleh masyarakat pada umumnya, profesi hukum khususnya. 
Berdasarkan kenyataan tersebut maka kk Convention Watch memilih 
sebagai kegiatan utamanya mensosialisasikan Konvensi CEDAW. Kegiatan 
pertama adalah melakukan sosialisasi pada organisasi perempuan dengan 
tujuan memperkenalkan landasan hukum yang tersedia dalam menegakkan 
hak perempuan dan mencapai kesetaraan dan keadilan gender 


Karena survei tersebut juga menunjukkan bahwa isi dan tujuan 
Konvensi CEDAW belum banyak dikenal oleh para ahli hukum, maka 
sosialisasi berikutnya ditujukan kepada dosen fakultas-fakultas hukum negeri 
maupun swasta. Landasan berpikirnya ialah agar isi dan tujuan Konvensi 
CEDAW dapat menjadi bagian dari kegiatan kurikuler melalui kegiatan ajar- 
mengajar dan di mana seorang dosen di fakultas hukum dapat melakukannya 
sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Harapannya adalah 
agar mahasiswa fakultas hukum sebagai calon penegak hukum sejak masih 
belajar telah dibekali dan dikembangkan minatnya terhadap isu sekitar hak 
asasi perempuan dan kesetaraan gender serta mengenali landasan hukumnya 
sebagaimana tercantum dalam Konvensi CEDAW. 
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Keputusan tersebut telah mendorong perkembangan kegiatan lain. 
Karena saat itu (pertengahan tahun 90-an) tidak tersedia bahan ajar dalam 
bahasa Indonesia yang dapat dijadikan rujukan ketika mengajar tentang 
Konvensi CEDAW, maka anggota kk CW memutuskan untuk menulis buku- 
buku terkait Konvensi CEDAW dalam bahasa Indonesia, dan yang terutama 
ditujukan sebagai bahan ajar di berbagai fakultas hukum. Perkembangan 
selanjutnya adalah bahwa dalam tahun 1999 ada 45 fakultas hukum di 
Indonesia yang menyediakan mata ajaran berjudul Hukum dan Gender. 
Juga terbentuknya Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum dan Gender yang 
terdiri dari dosen fakultas hukum maupun dosen disiplin ilmu lain, serta 
para peminat yang peduli pada penegakkan hak asasi perempuan. 


Buku yang sekarang Saudara baca adalah buku ke-10 yang disusun dan 
ditulis anggota kk CW. Buku ini, selain memuat perkembangan mutakhir hasil 
pantauan Komite CEDAW, juga telah dilengkapi dengan bahasan tentang 
kaitan konseptual antara Konvensi CEDAW dan kesepakatan Indonesia 
terhadap Rencana Aksi Konferensi Beijing tentang Perempuan (1995) dan 
MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium, 2000) ulasan tentang keterkaitan 
dan saling memperkuatnya Konvensi CEDAW-Rencana Aksi Beijing- 
MDGs mengajak pembaca untuk menyadari bahwa secara global, Indonesia 
termasuk di dalamnya, maka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 
diperlukan pemajuan hak asasi manusia, hak laki-laki dan perempuan, dan 
kesetaraan gender. Bila mengingat bahwa perempuan Indonesia hingga 
sekarang masih sering dipinggirkan dan masih mengalami berbagai bentuk 
diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, secara terselubung atau terbuka, 
maka ini perlu diartikan bahwa semua pihak masih perlu meningkatkan 
komitmennya terhadap tercapainya kesetaraan gender dalam kehidupan 
bersama, baik di ruang domestik maupun di ruang publik. 


Kita ketahui bersama bahwa kewajiban dan pentingnya komitmen 
negara pada tercapainya hak asasi perempuan dan kesetaraan gender sudah 
tertuang dalam berbagai produk hukum kita. Seperti pengakuan bahwa hak 
asasi perempuan adalah hak asasi manusia (Ps 45, UU RI No. 39 tahun 
1999, tentang Hak Azasi Manusia). Ketentuan ini masih dianggap perlu 
dicantumkan meskipun 30 tahun yang lalu Indonesia telah mensahkan UU 
RI No. 7 tahun 1984 yang semangatnya adalah komitmen negara terhadap 
penegakkan hak perempuan dan kesetaraan gender. Sedang kenyataan bahwa 
MDGs (Pembangunan Milinium Global) masih menetapkan tujuan 3, 
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ialah rmemromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan” 
menggarisbawahi bahwa penghapusan ketidaksetaraan gender masih harus 
terus diperjuangkan dan bahwa kemiskinan adalah gendered. Maksudnya 
adalah adanya kenyataan bahwa dalam kondisi kemiskinan lebih banyak anak 
perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki yang tidak menyelesaikan 
wajib belajar 9 tahun. Dalam kaitan dengan Konvensi CEDAW, ini berarti 
bahwa kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan yang sama 
bagi laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi (Ps. 10 Konvensi CEDAW). 
Konsekuensi lebih lanjut adalah: lebih banyak perempuan daripada laki- 
laki yang harus bekerja tanpa keterampilan dan perlindungan khusus (Ps. 
11 Konvensi CEDAW). Lebih banyak perempuan yang terlanggar hak 
pendidikannya cenderung memicu pelanggaran hak kesehatan perempuan 
(Ps. 12 Konvensi CEDAW). Seperti dalam kondisi kemiskinan, perempuan 
kawin atau dikawinkan pada usia muda, perempuan hamil pada usia muda, 
menjadi satu pengaruh lain dari hidup dalam kemiskinan dan terputusnya 
pendidikan pada usia dini. Secara faktual ini berarti bahwa adalah 
perempuan yang ketika ia secara biologis dan psikologis belum siap sudah 
harus mengisi perannya sebagai ibu. Telah diketahui bahwa perkawinan di 
usia muda bagi perempuan berisiko dan bisa berakibat fatal. Keadaan ini 
secara statistik berkontribusi pada angka kematian ibu, yang sampai hari ini 
di Indonesia sulit diturunkan sesuai tujuan 3 MDGs. 


Tujuan 3 MDG's menggarisbawahi bahwa tidak memromosikan 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara serius akan 
berkontribusi pada tidak tercapainya tujuan 1 MDG's, yaitu mengurangi 
kemiskinan global. Secara nasional, sejauh mana meningkatnya kemiskinan 
(menurut data BPS. 2012) di Indonesia telah dipahami sebagai juga 
dipengaruhi oleh belum tercapainya ketidaksetaraan gender dan karena 
pemenuhan hak perempuan masih sering terpinggirkan? Baik secara sengaja 
maupun secara tidak sengaja atau terselubung. Maka memromosikan 
secara serius kesetaraan gender dan memenuhi hak pendidikan dan hak 
kesehatan perempuan dan dapat meningkatkan kualitas partisipasi 
perempuan dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan adalah kewajiban 
Negara sebagai peratifikasi instrumen internasional Konvensi CEDAW dan 
penandatanganan Rencana Aksi Beijing dan MDG's 


Dalam konteks meningkatkan hak asasi perempuan dan kesetaraan 
gender, buku ini secara rinci mamaparkan kaitan antara Konvesi CEDAW dan 
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Rencana Aksi Beijing, dan antara Konvensi CEDAW dan MDGs. Keterkaitan 
antara ketiganya menujukkan bahwa pendekatan sensitif gender dan hak 
asasi manusia adalah kewajiban legal maupun kewajiban moral Negara. 
Tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya diperjuangkan 
oleh berbagai pihak, mengapa? Karena memenuhi hak perempuan dan 
mencapai kesetaraan gender pada dasarnya berarti mengubah nilai budaya 
patriarkhi yang masih menempatkan laki-laki sebagai superior dibandingkan 
dengan perempuan sebagai sesama manusia, yang artinya perlu didukung 
oleh upaya mengubah sumber nilai di berbagai ruang kehidupan bersama. 
Karenanya memromosikan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender 
jelas menjadi tanggung jawab para pemangku jabatan di berbagai tingkatan 
kekuasaan tetapi juga dari anggota masyarakat dalam mengisi bebagai 
perannya. Apakah ia berperan sebagai orangtua, sebagai guru, sebagai tokoh 
agama dan masyarakat, atau sebagai tetua adat dan menjadi pendidik pada 
umumnya. Dalam kaitan inilah maka sosialisasi Konvensi CEDAW perlu 
diperluas jangkauannya dibandingkan dengan pemikiran semula. Artinya, 
kegiatan sosialisasi tidak terbatas pada kelompok perempuan, atau pada ahli 
hukum dan calon ahli hukum, tetapi perlu adanya sosialisasi pada tokoh- 
tokoh masyarakat umumnya. 


Isi buku ini yang secara rinci membahas keterkaitan antara CEDAW- 
Rencana Aksi Beijing dan MDG's telah menyediakan bahan rujukan yang 
diperlukan bagi mereka yang mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Seperti para pemangku jabatan yang mempunyai tanggung 
jawab mengimplementasikan kebijakan nasional tentang Pengarusutamaan 
Gender yang telah dicanangkan sejak tahun 2000 dan bertujuan mencapai 
kesetaraan gender secara struktural, tetapi sampai sekarang belum jelas 
hasilnya. Atau kepada mereka yang sedang berupaya menurunkan AKI/AKB 
(tujuan 4 dan 5 MDGs), atau yang sedang memerangi meluasnya penyakit 
menular seperti HIV/AIDS (tujuan MDGs 6). Tiga kondisi perempuan yang 
terkait pada pemenuhan hak kesehatan (Ps. 12 Konvensi CEDAW). Kalau 
berbagai pihak mau memahami dan meyakini bahwa berbagai isu kesehatan 
masyarakat bertumpu pada belum terpenuhinya hak asasi perempuan 
dan kesetaraan gender, diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang 
menjadi idaman semua warga masyarakat kita dapat makin tercapai. 


Hadirnya buku ini adalah suatu contoh bahwa meskipun kk 
Convention Watch sejak tahun 2007 secara formal telah membubarkan 
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diri, namun penyusunan buku ini menunjukkan bahwa mereka yang 
pernah menjadi anggota kk CW masih tetap menunjukkan kepeduliannya 
terhadap pentingnya penegakkan hak asasi perempuan dan tercapainya 
kesetaraan gender. Semoga buku ini bisa disambut berbagai kalangan bahwa 
memromosikan hak asasi perempuan dan mencapai kesetaraan gender 
adalah tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan kita semua, bukan 
hanya untuk kepentingan perempuan 


Selamat membaca. 
Januari 2014 
Saparinah Sadli 
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KATA PENGANTAR 


Estu Rakhmi Fanani, SPi 


Sebuah buku yang lengkap tentang Konvensi CEDAW (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Perjanjian 
Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan kembali memperkaya pengetahuan pembaca. Buku 
CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan yang disusun oleh ibu Achie 
S. Luhulima dan sedang berada di tangan pembaca, merupakan buku yang 
sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, utamanya para pejabat negara, 
pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil, 
serta seluruh masyarakat, untuk memahami secara komprehensif makna 
CEDAW. Karena di dalamnya selain terdapat dokumen-dokumen lengkap 
CEDAW, yakni selain isi dari konvensi CEDAW juga dilengkapi dengan 
Optional Protocol, Rekomendasi-rekomendasi Umum Komite CEDAW 
yang merupakan penjelasan dan penafsiran secara komprehensif terhadap 
pasal-pasal substantif dan situasi aktual terkait penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan. Juga dimuat concluding observations 
yang merupakan respon atau tanggapan khusus Komite CEDAW dengan 
delegasi Negara Pihak setelah dilakukannya dialog konstruktif antara 
Komite CEDAW dengan delegasi Negara Pihak. Selain itu, melalui buku 
ini kita juga diberikan pemahaman terhadap pelaksanaan konvensi tersebut, 
bagaimana menerapkan dokumen-dokumen tersebut dalam kerja-kerja 
advokasi pemajuan hak asasi perempuan, serta keterkaitannya dengan 
dokumen internasional lainnya seperti Berjing Platform for Action (BPFA) 
dan Millenium Development Goals (MDGs). 

Alasan lain mengapa buku ini bermanfaat adalah karena buku ini 
terbit di tengah keprihatinan upaya pemajuan dan penegakkan hak asasi 
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manusia yang terus berhadapan dengan banyak tantangan baik dari negara 
maupun masyarakat. Minimnya pemahaman akan CEDAW dari para 
pembuat kebijakan dan pemegang otoritas, belum dijadikannya persoalan 
ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai 
persoalan prioritas yang perlu segera diselesaikan dan belum terbangunnya 
mekanisme penegakkan hak asasi perempuan yang berdasar pada prinsip- 
prinsip CEDAW di Indonesia. 

Pemikiran yang keliru tentang CEDAW dan pemahaman yang 
minim terhadap isi dan tujuan CEDAW dari para pembuat kebijakan dan 
pemegang otoritas menjadi keprihatinan yang mendalam. Pemahaman 
yang masih melihat CEDAW sebagai produk “Barat” jelas sangat keliru, 
karena jauh sebelum CEDAW diakui sebagai Konvensi International, 
nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah dianut oleh 
bangsa Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia mengakui adanya 
kepemimpinan perempuan sebagai ratu atau panglima perang.. 

CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) yang merupakan jaringan 
NGO pemantau pelaksanaan CEDAW menyambut baik terbitnya buku ini 
sebagai alat untuk sosialisasi CEDAW ke masyarakat dan menjawab keraguan 
dari berbagai pihak untuk melakukan upaya pemajuan hak asasi perempuan, 
serta semakin meneguhkan kita bahwa penegakkan hak asasi perempuan harus 
terus diperjuangkan dan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang 
adil gender yang menjadi tujuan negara Indonesia. Akhirnya kami berharap UU 
RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dapat diimplementasikan secara 
serius dan sepenuhnya oleh negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh 
masyarakat, untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, 
serta terwujudnya Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan suatu Keadilan 
sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Selamat membaca 


11 Januari 2014 
CEDAW Working Group Indonesia (CWGI) 
Estu Rakhmi Fanani, Koordinator 
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Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women), Indonesia, melaksanakan perbuatan 
hukum mengikat diri pada perjanjian internasional, menciptakan 
kewajiban dan akuntabilitas Negara untuk memberikan penghormatan, 
pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan, dan menghapus segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi yang telah disahkan 
dengan undang-undang menjadi sumber hukum dalam arti formal, 
disamping peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan 
doktrin. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999, 
tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang menentukan: “Ketentuan 
hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang 
menyangkut hak azasi manusia menjadi hukum nasional”. 


Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan, dewasa ini dikenal dunia dengan nama CEDAW (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimration against Women), yang 
diterima Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 
Desember, 1979, telah berkembang secara dinamis, diperdalam dan diperluas 
maknanya dengan dirumuskan dan diterbitkannya Rekomendasi Umum 
oleh Komite CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women). Rekomendasi Umum dirumuskan oleh Komite CEDAW 
berdasarkan tinjauan terhadap laporan dan informasi yang diterima dari 
Negara-Negara Pihak. Rekomendasi Umum merupakan komentar yang 
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bersifat interpretatif terhadap pasal-pasal substantif (Pasal 1-16), dan untuk 
merespon pada berbagai isu kontemporer dan saling berkaitan. Observasi 
Penutup yang dirumuskan oleh Komite CEDAW, adalah komentar 
keprihatinan mengenai pelaksanaan kewajiban implementasi CEDAW 
serta rekomendasi untuk lebih memperbaikinya, berdasarkan laporan yang 
disampaikan suatu Negara Pihak. Rekomendasi Umum, secara hukum 
mengikat semua Negara Pihak, dan Observasi Penutup secara hukum 
mengikat Negara Pihak tertentu. Dalam buku ini dimuat empat Komentar 
Akhir/Observasi Penutup Komite CEDAW terhadap Laporan Indonesia 
mengenai implementasi CEDAW. 


Dalam Bab II buku ini dipaparkan berbagai instrumen HAM 
internasional dan nasional, instrumen HAM perempuan internasional 
dan nasional. Konferensi Dunia Pertama tentang Perempuan pada tahun 
1975, menghasilkan Rencana Aksi Dunia bagi pemajuan perempuan, 
dalam mencapai sasaran utama Tahun Internasional Perempuan, 1975, 
yaitu Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan), Pembangunan dan Perdamaian 
(Eguality, Development and Peace). Majelis Umum PBB menentukan tahun 
1976-1985, sebagai Dasawarsa PBB bagi Perempuan (UN Decade for Women). 
Kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia Kedua tentang Perempuan, 
1980, Konferensi Dunia Ketiga tentang Perempuan, 1985: dan Konferensi 
Dunia Keempat tentang Perempuan, 1995. Konferensi Dunia 1995 ini 
telah menghasilkan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (Declaration and 
the Berjing Platform for Action - BPFA), yang mengidentifikasi 12 bidang 
kritis yang merupakan keprihatinan dunia dan menentukan sasaran-sasaran 
strategis bagi pemajuan perempuan. Juga telah diselenggarakan Sidang 
Khusus Majelis Umum PBB, 2000, “Perempuan 2000: Kesetaraan Gender, 
Pembangunan dan Perdamaian untuk Abad XXI” (Women 2000: Gender 
Eguality, Development and Peace for the Twenty-First Century) di New York, 
pada tanggal 5-9 Juni, 2000. Dalam tahun 2000 dicapai konsensus 189 negara 
anggota PBB mengenai Deklarasi Milenium (Millenium Declaration) yang 
sepakat untuk melaksanakan Tujuan Pembanguan Milenium (Millenium 
Development Goals - MDGs) dan menetapkan target keberhasilannya 
pada tahun 2015. Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan 
Pembangunan, 1994, menyepakati bahwa pemberian Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi merupakan bagian yang penting bagi pembangunan negara. 
Disepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan kependudukan 
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menjadi terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak 
reproduksi laki-laki dan perempuan berbasis pada kesetaraan dan keadilan 
gender. Forum Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua, 2000, menentukan 
target antara lain, bahwa menjelang tahun 2015, semua anak, khususnya 
anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang 
termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan 
pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. Inilah 
peta jalan (roadmap) internasional mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender, mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 
asasi perempuan. 


Bab III, IV dan V memaparkan tentang makna CEDAW, serta 
menunjukan bahwa implementasinya yang efektif akan mewujudkan 
masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, serta langkah tindak 
menegakkan hak asasi perempuan, dan penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi perempuan. Bab VI mengambil manfaat dari kaitan 
konseptual antara dan CEDAW dan Landasan Aksi Beijing dan Tujuan 
Pembangunan Milenium sebagai proses yang saling berkaitan. 


Di Indonesia, Kartini dan organisasi pergerakan perempuan, 
memulai langkah-tindak peta jalan peningkatan kedudukan perempuan 
dalam keluarga dan masyarakat. Kongres Perempuan Indonesia I tahun 
1928, disusul dengan Kongres Perempuan Indonesia II sampai ke VIII, 1950, 
dilanjutkan dengan Kongres KOWANI, hingga sekarang memperluas peta 
jalan itu. Pada tahun 1978 untuk pertama kalinya peran perempuan menjadi 
bagian dari pembangunan nasional, dengan dicantumkannya Bab. “Peranan 
Wanita dalam Pembangunan Bangsa” dalam Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Peta jalan diperluas dengan Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (REPELITA). Lembaga yang bertanggung jawab merumuskan 
kebijakan, program, melakukan kordinasi, memantau dan melaksanakan 
evaluasi “peningkatan peranan wanita dalam pembangunan” adalah 
Kantor Menteri Muda Peranan Wanita (1978), yang kemudian ditingkatkan 
menjadi Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita, dewasa ini bernama 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 
2014, menentukan tiga isu nasional yang ingin dicapai pada tahun 2014, yaitu: 
(1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, 
(11) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, dan (iii) 
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peningkatan kapasitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan 
pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000 diterbitkan Instruksi Presiden 
No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 
Nasional. Diberikan instruksi kepada: (1) Menteri, Kepala Lembaga 
Pemerintahan Non-Departemen, (3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara, (4) Panglima Tentara Nasional Indonesia, (5) 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, (6) Jaksa Agung Republik Indonesia, 
(7) Gubernur, (8) Bupati/Walikota, untuk: “Melaksanakan pengarusutamaan 
gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan 
nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, 
serta kewenangan masing-masing”. 


Pada tahun 2015 kita akan mengetahui berapa jauh kita, dengan 
CEDAW sebagai tolok ukur kesetaraan dan keadilan gender, mewujudkan 
dan menegakkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi 
perempuan, mewujudkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, anak-anak 
laki-laki dan anak-anak perempuan, tua muda, yang sejahtera. 


Berdasakan paparan tersebut, Kelompok Kerja Convention Watch 
memberikan judul buku ini CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan. 
Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dalam Kelompok 
Kerja Convention Watch atas dorongan dan bantuan yang diberikan hingga 
penerbitan dan peluncuran buku ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada 
(menurut abjad): Dra. Anita Rahman M.Hum, Estu Rakhmi Fanani S.Pi, Dr. 
Irawati Harsono, Msi, Prof. Dr. Louisa M. Gandhi Lapian, Rena Herdiyani, 
AKS, Prof. Dr. Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad MA, atas saran-saran 
yang sangat berharga. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada 
Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, yang sejak semula memberikan dorongan 
pada saya untuk terus menerus mendalami CEDAW dan implementasinya, 
menerbitkannya dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. 


Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kartini Nurdin dan rekan- 
rekan di Yayasan Pustaka Obor Indonesia, yang telah memberikan bantuan 
merapikan naskah, mencetak, menerbitkan dan meluncurkan buku ini. 
Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartini 
Nurdin, yang telah mencetak, menerbitkan, dan menyebarluaskan buku 
Hak Azasi Perempuan. Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan 
Gender, 2012. 
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Semoga buku ini bermanfaat dalam upaya kita semua menegakkan 
hak asasi perempuan, guna mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, dan Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. 


Jakarta, Januari 2014 
Achie Sudiarti Luhulima 
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I 


PENDAHULUAN 


Tujuan utama penulisan buku ini adalah menyajikan instrumen Hak Asasi 
Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai alat perubahan, 
utamanya bagi pemajuan perempuan. Hal ini digambarkan dalam Bab II 
tentang “Hak Asasi Perempuan - Mengapa Hak Asasi Perempuan Perlu 
Dikhususkan”. Bab ini mengambil manfaat dari Bab II Hak Asasi Perempuan, 
yang dimuat dalam “Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Perempuan” yang 
disusun oleh Kelompok Kerja Convention Watch bekerja sama dengan 
dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih disampaikan kepada Prof. 
Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D. untuk izin yang diberikannya. 


Tujuan utama lainnya ialah untuk dapat memahami dengan lebih mendalam 
tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan, dikenal sebagai CEDAW, sebagai tolok ukur kesetaraan dan 
keadilan gender. 


Indonesia meratifikasi Konvensi dengan UU RI No. 7 tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women). Ratifikasi dengan undang-undang berarti 
bahwa konvensi tersebut menjadi bagian dari hukum nasional 


Konvensi tersebut semula dikenal sebagai Konvensi Wanita— Women's 
Convention—sekarang dikenal sebagai Konvensi CEDAW—the CEDAW 
Convention—atau CEDAW. Konvensi yang diadopsi Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, diakui dunia 
sebagai Prasasti Hak Perempuan (Bill of Rights of Women), berkembang 
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secara dinamis, diperdalam dan diperluas makna pasal-pasal substantifnya 
dengan Rekomendasi Umum yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Komite 
CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women). 
Sesuai dengan perkembangannya, Konvensi CEDAW diakui dunia sebagai 
tolok ukur kesetaraan dan keadilan gender. 


Untuk dapat memahami makna CEDAW sebagai tolok ukur kesetaraan 
dan keadilan gender ditambahkan butir-butir Rekomendasi Umum 
yang relevan pada pasal-pasal substantif konvensi (Bab III). Salah satu 
Rekomendasi Umum yang signifikan ialah Rekomendasi Umum No. 19 
tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum 
itu menentukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah suatu 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan seperti ditentukan dalam Pasal 1 
Konvensi. 


Dalam buku ini dimuat pula Komentar Akhir/Observasi Penutup Komite 
CEDAW (Bab V) terhadap Laporan Indonesia, yang memuat keprihatinan 
dan rekomendasi Komite mengenai implementasi Konvensi CEDAW di 
Indonesia. Bab VI memuat Protokol Opsional pada Konvensi Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Optional Protocol to the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women). Protokol ini telah ditandatangani Indonesia pada tahun 2000. 


Bagian akhir memuat kaitan konseptual antara CEDAW, Landasan Aksi 
Beijing dan Tujuan Pembangunan Milenium sebagai proses yang saling 
berkaitan. Digambarkan langkah-langkah khusus yang direkomendasikan 
oleh CEDAW dan Landasan Aksi Beijing untuk mencapai Tujuan 
Pembangunan Milenium. 
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II 


HAK ASASI PEREMPUAN 


MENGAPA HAK ASASI PEREMPUAN PERLU 


DIKHUSUSKAN 


Instrumen HAM Utama 


1. 


Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan” Selanjutnya dinyatakan dalam Pembukaan 
UUD 1945 bahwa: “... susunan Negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yangadil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
pemusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan suatu Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 


Pada tanggal 13 Nopember 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) mengambil keputusan yang penting artinya bagi pemajuan, 
penghormatan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan 
mensahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 
yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa 
Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” (Lampiran Angka I) dan 
“Piagam Hak Asasi Manusia” (Lampiran Angka II). 


Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut 
menyatakan antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang 
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Dasar Republik Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, 
penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia 
dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai 
bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia 
yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya 
mengenai hak asasi manusia” (huruf e). Selanjutnya, Ketetapan 
MPR tersebut menyatakan “bahwa bangsa Indonesia sebagai 
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab 
untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen 
internasional lainnya mengenai hak asasi manusia “ (Lampiran I B 
(Landasan), angka 2). 


3. Sangat penting ialah dirumuskan dan ditambahkannya Bab 
XA tentang Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A-28J, dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 


4. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 
tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women). 

5. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagian Kesembilan, 
meliputi Pasal 45-51 adalah mengenai Hak Wanita. Pasal 45 
menentukan: Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak 


asasi manusia. 


II. Instrumen HAM Perempuan Internasional 

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diproklamirkan 
oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. 
Asas Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Mukadimah, yaitu: 


“ Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat 
manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian 
dunia, 
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« Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah kenikmatan kebebasan 
mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut 
dan kekurangan, 


“ Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakkan hukum, 


“ Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada 
martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki 
dan perempuan, 


“ Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak 
asasi manusia dan kebebasan yang asasi. 


DUHAM merupakan standar umum pemajuan dan mendorong 
penghormatan pada hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari 
keadilan, kebebasan dan kedamaian. 


DUHAM telah melampaui dua tonggak sejarah, yaitu: (a) Adopsi 
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) bersama dengan 
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 
oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966: (b) Adopsi 
International Covenant on Economic and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) oleh 
Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember1966. 


DUHAM 1948, Kovenan Intenasional tentang Hak-hak Sipil dan 
Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya adalah instrumen internasional utama tentang HAM dan 
lazim disebut sebagai Bi// of Human Rights (Prasasti Internasional 
tentang Hak Asasi Manusia) yang merupakan instrumen inti mengenai 


HAM. 


Indonesia meratifikasi dua Kovenan Internasional tersebut pada bulan 
Oktober 2005 dengan UU RI No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 
dan UU RI No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Politcal Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik). 
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2. Setelah proklamasi DUHAM 1948 oleh Majelis Umum PBB, 
diterbitkan berbagai instrumen internasional yang tidak saja 
menekankan pada prinsip non-diskriminasi, tetapi juga ditujukan 
pada kelompok perempuan yang sangat rentan dalam suatu konteks 
tertentu. Convention on the Suppression of the Itaffic in Persons 
and the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi tentang 
Penindasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Melacurkan Orang 
Lain), 1949, adalah Konvensi pertama yang memusatkan perhatian 
pada rentannya perempuan dalam keadaan khusus itu. 


3. ILO (International Labour Organization/-Organisasi Perburuhan 
Internasional) mengakui adanya diskriminasi terhadap pekerja 
perempuan, menerbitkan ILO Convention 100 on Egual Remuneration 
for Work of Egual Value-Konvensi ILO 100 tentang Pengupahan yang 
Sama bagi Buruh Laki-laki dan Wanita, pada tahun 1951, yang menjamin 
upah yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan 
yang sama nilainya. 


Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan UU RI No. 80 
tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan 
Internasional No. 100 mengenai Upah yang Sama Buruh Laki-laki dan 
Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. 


4. PBB mengakui kerentanan perempuan dalam situasi konflik bersenjata 
dan melarang perlakuan yang tidak manusiawi dalam situasi seperti 
itu, dengan menerbitkan Declaration on the Protection of Women 
and Children in Emergency and Armed Conflict (Deklarasi tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan 
Konflik Bersenjata), 1974. 


5. Instrumen HAM internasional yang ditujukan pada perempuan di 
ranah publik adalah Convention on the Political Rights of Women 
(Konvensi tentang Hak Politik Perempuan), 1952, yang menjamin 
hak partisipasi politik bagi perempuan. Sampai dengan tahun 1952 
maka usaha yang dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap 
perempuan masih terbatas pada ranah publik. 


Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan UU RI No. 68 tahun 
1958, tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Wanita. 
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6. Kemudian terbit Supplementary Convention on the Abolition of 
Slavery (Konvensi Tambahan tentang Pembasmian Perbudakan), 1956, 
yang berusaha menghapus praktik dan kebiasaan yang memberikan dan 
mengalihkan perempuan sebagai alat bayar, mewariskan perempuan 
kepada orang lain setelah suaminya meninggal, dan sebagainya. 
Konvensi ini mulai memasuki ranah privat (private sphere) dalam 
masyarakat, yaitu keluarga, di mana perbudakan biasanya dilakukan. 


7. Tidak lama setelah itu terbit Convention on the Consent to Marriage, 
Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage (Konvensi 
tentang Persetujuan untuk Menikah, Usia Minimum untuk Menikah 
dan Pendaftaran Perkawinan), 1964. Konvensi ini merupakan langkah 
utama yang untuk pertama kali mengakui adanya ketidaksetaraan dalam 
ranah privat, dan merupakan suatu keprihatinan tersendiri, terlepas 
dari dampaknya pada hak lainnya. Konvensi ini tidak saja mengakui 
hak yang sama bagi perempuan untuk memilih pasangannya (yang laki- 
laki), tetapi juga hak untuk menikah dengan persetujuan yang bebas 
dan sepenuhnya. 


8. Majelis Umum PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of 
Discrimination against Women (Deklarasi Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan), 1967. 


9. Karena suatu Deklarasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat, dilakukan langkah-langkah untuk merumuskan suatu 
Konvensi Internasional yang mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat negara-negara anggota PBB. Semua usaha dilakukan oleh 
kelompok perempuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan 
menggunakan standar dan norma HAM dalam instrumen internasional 
yang sudah ada, dirumuskan instrumen HAM perempuan yang 
komprehensif yaitu Convention on the Elimination of All Forms of' 
Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan), 1979. 


Konvensi dinyatakan berlaku pada tahun 1981, yaitu pada hari ke-30 
setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi 
yang ke-20 pada Sekretaris Jenderal PBB. 
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